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PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR@Q TAHUN 2019
. TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO
o ‘Menimbang a Eahwa anék 'merupakan generaé/i pénems yang poténéial
. ' .}*Vsehlngga harus dilindungi dan d1penuh1 hak—haknya agar

‘ fg’;dapat hldup, tumbuh dan berkembang secara waJar_‘j

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusmnnnya ‘
-b. bahwa set1ap anak mempunyal “hak hldup, tumbuh

1 :zé‘f‘% ea:%*;} OINAS)

S \;(}; - ‘;f
| HRAS. berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai

-

i
,:'-’v-*'xm:mm v,z. ﬁ

Emfm;g « ;dengan harkat dan martabat kemanusman serta o
“A#\é?’{}?{‘ - ;mendapat perlindungan dar1 kekerasan dan dlskrlmlna31

uuiw d1per1ukan ~_1:1paya yang sungguh—sungguh dari

Pemenntah ”‘r:hasyarakat dan duma usaha melalu1 A
’ pengembangan Kabupaten Layak Anak; :
| d,V bahwa Pemenntah Daerah ber1n131at1f untuk mevmjudkan

pembangunan dengan mengarusutamakan hak-hak anak

‘melalui pengmtegrasmn ' program kesejahteraan dan

W\RAF H%R@ﬁ *@ﬁ

WA%{}P

e Kabupaten Kecamatan Desa yang responswe terhadap
g kkebutuhan anak

e.| bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menten Negara '

SEMDA

ASS I 1

| KABAG HUKUM

Pemberdayaan Perempuan dan Perhndungan Anak Nornor‘ '
2 Tahun 2009 tentang Kebljakan Kabupaten /Kota Layak
Anak, maka salah  satu upaya - meningkatkan
: perhndungan dan pemenuhan hak adalah melalui

: k“'Kebgakan Kabupaten Layak Anak;

| C. bahwa untuk men_]amm terpenuhmya hak anak yang

perhndungan anak kedalam program ‘pembangunan



Menglngat

o ,A bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagmmana dunaksud

| ’pada huruf a huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e,
L perlu menetapkan Peraturan Bupat1 Boalemo tentang'
: Kabupaten Layak Anak

,,,A"Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak ' (Lembaran 5 Negara Republik

. Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran
! | ’Negara Repubhk Indonesia Nomor 3143)),

; aUndang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 5

o Asa31 ManuSIa (Lembaran Negara Repubhk Indonesia

S Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara‘

7 » ' Repubhk Indones1a Nomor 3886); = o :

3 Undang—Undang Nomor 50 Tahun 1999  tentang
i "i Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara

| S Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, “Tambahan ‘

: | Lembaran Negara Repubhk Nomor 3899), sebagmmana

k'telah dmbah ‘dengan Undang—Undang Nomor 10 Tahun

  2000 téﬁtang'Perubahan atas‘Undaﬁg—Undang Nomor 30

N :Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo

(Lembaran Negara Repubhk Indonema Tahun 2000 Nomor

, 77 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia

1 ‘_‘:,vNomor 3865);: ' e

. Undang-Undang Nomor 23 ‘Tahun 2002 tentang |

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia

i Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan | Lembaran Negara
Repubhk Indones1a Nomor 4235) sebagalmana telah”~
: d1ubah dengan Undang—Undang Nomor 35 Tahun 2014
9 tentang Perubahan Atas Undang—Undang Nomor 23 |
 Tahun 2002-. tentang Perlindungan Anak (Lembaran‘ '
‘Negara Repubhk Indone31a Tahun 2014 Nomor 297,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor |

 5606); | i T
3 'Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004' tentang
e Penghapusan Kekerasan - Dalam | Rumah Tangga

i 4(Lembaran Negara Republik Indone31a Tahun 2004 Nomor
|  95 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
: o Nomor 4419), -

ot



6 Undang—Undang' Nomor 13 Tahun 2006 tentang
n 'Perhndungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara
- Republik Indone51a Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara chubhk Indonesm Nomor 4635), |

o 7 Undang - U'ndang Ndmor 21 Tahun 2007 Tentang

o Pemberantasan Tlndak Pidana Perdagangan Orang' ‘
(Lembaran Negara Repubhk Indone31a Tahun 2007
o Nomnor - 58 - Tambahan Lem baran Negara Repubhk*
Indonesia Nomor 4720); : | |
8. Undang—Undang Nomof 39 Tahun 2009 teﬁtang o
: ,Kesehatan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun |
2009 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Repubhk
: ‘ "Indone31a Nomor 5063),
9 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
o Pembentukan Peraturan Perundang—Undangan (Lembaran'
Negara Repu]ahk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
- Ta'mbahan: Léﬁlbaran Negara Republik Inddnesia Nomor
5234); S
10. Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
- Peradilan Pidana (Lembaran: Negaii*a Republik Indonesia
: Tahun 2012 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara‘
5 ‘Republik Indones1a Nomor 5336); \ R
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
' ‘Pemeﬁntahanf , Dacfah (Lembaran Negarai Republik :
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republﬂ( Indonésia Nomor 5587), | sebagéimané :

 telah diubahjbebefapa kali terakhir dengan Undang- Dl

- Undang Nomdr 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kevdua -

Atas UndangiUrideing Nomor 23 Tahun 2014 tentangﬁ‘; H

" Pemerintahan% 'Dkaerah (Lembaran = Negara Republik o

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Repubhk Indonesia Nomor 567 9, ; | ;

12, Undang—Undang Nomor 8 Tahun 20 16 tentang

e Penyéndang Disabilitas (Lembaran Negara Republik

"Indonesm Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran

; Negara Repubhk Indone&a Nomor 587 1), ’ '

| 13. Peraturan Pre&den Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus

: _‘Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana
Perdagangan Orang, R T ‘ o l



 Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG KABUPATEN

dalam wﬂayah ker_]a Kecamatan

u 14 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 20 16 tentang Komls1 B
e Perhndungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Repubhk s

i Indonesm Tahun 2016 Nomor 135);

o 15. Peraturan Menten Negara Pemberdayaan Perempuan dan

: Perhndungan Anak Nomor 11 Ta.hun 2011 tentang
Kebljakan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak

: | 16. Peraturan Menten Negara Pembcrdayaan Perempuan dan

Perhndungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang

| - Indikator Kabupaten / Kota Layak Anak; , ‘
' ';’1‘7 . Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun ‘

| 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
. Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun -

N 20 16 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten;
o “Boalemo Nomor 302); ‘ : :

MEMU TUSKAN

LAYAK ANAK. |
KETENTUAN UMUM e T
Pasall

Dalam Peraturan Bupat1 ini yang dlmaksud dengan
, Daerah adalah Kabupaten Boalemo i ' L : RS
_ Pemenntah Daerah adalah Bupa’u sebaga1 unsure penyelenggara

Pemermtahan Daerah yang memlmpln pelaksanaan urusan Pemenntahan

¥ ‘yang menjadi kewenangan Daerah Otonom

Bupat1 adalah Bupat1 Boalemo ,

Sekretans Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten Boalemo ,
b Satuan Orgamsam Perangkat Daerah yang selan]utnya dlsmgkat SOPD '

’f:,'Kabupaten Boalemo.

j Boalemo

Kecamatan adalah Wllayah kerja Camat sebaga1 Perangkat Daerah.
Desa adalah Wilayah kerja Kepala Desa sebaga1 Perangkat Kecamatan

4

' adalah Satuan Organlsas1 Perangkat Daerah di Llngkungan Pemermtah # {bf i

o Dlnas Pengendahan Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perhndungan Anak d1s1ngkat dengan DPPKBP3A Kab.



‘*710.

Anak adalah seseorang yang belum beru31a 18 (delapan belas) tahun ;

termasuk anak yang ma31h dalam kandungan

i Layak adalah kondlsl f131k dan non ﬁ31k suatu Wllayah dlmana aspek-‘

o aspek keh1dupannya memenuhl unsur-unsur ‘yang dlatur ~dalam
e 'Konvens1 Hak Anak dan/ atau Undang—Undang Perlmdungan Anak

o *pembangunan ~satu wxlayah admlnlstra31 yang mengmtegramkan '

"f Kabupaten Layak Anak yang selan_]utnya dlslngkat KLA adalah 81stem ~‘

- ‘komltmen dan sumber daya Pemerlntah masyarakat dan dunia usaha " [

o . yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan

. keglatan pemenuhan hak anak

 daerah me1a1u1 pengmtegrasmn komltmen dan sumber daya Pemerlntah |

g ;' masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh danf

;‘Pembentukan KLA adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan :

k;berkelanjutan untuk memenuh1 hak anak.

13,

Desa Layak Anak adalah pembangunan Desa yang menyatukan komltmen

dan sumber daya Pemerlntah Desa yang melibatkan masyarakat dan

duma usaha yang berada di Desa/ Kelurahank dalam rangka

tmempromomkan mehndungl, memenuh1 dan menghormatl hak—hak

anak yang dlrencanakan secara sadar dan berkelanjutan

. 1a
V 'RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan
(o secara termtegram dan terukur yang dllakukan oleh Satuan Kerja

e yang memuat program keglatan secara terintegrasi dan terukur yang' :

S : dlsusun oleh Kecamatan, Desa dalam jangka waktu tertentu sebaga1 "

: Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut -

’mewu_]udkan KLA. ; | | |
Rencana Aksi. Kecamatan Desa Ramah Anak adalah dokumen rencana

S '~1nst1ument dalam mewujudkan Kecamatan Desa Ramah Anak
16,

ay mengkoordmamkan kebljakan program dan keglatan untuk mewu_]udkan'

Gugus 'I‘ugas KLA ‘adalah lembaga koordmatlf d1t1ngkat Kabupaten yang

i Kabupaten Layak Anak

17,
: memberlkan nilai terhadap Pemenntah Daerah dalam mengupayakan
o terpenuh1 hak anak untuk terwu_]udnya Kabupaten Layak Anak
" ;’Petun_]uk Tekms Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah dokumen yang
; menjadl acuan bag1 Pemermtah Kabupaten /Kota khususnya Gugus Tugas

18,

5Ind1kator adalah vanable yang membantu dalam mengukur dan

oy KLA dalam memahaml dan membenkan kesamaan persepsi - tentang

. ’Ind1kator KLA beserta unplementa31 pencapman 1nd1katornya

e ‘_Perangkat Daerah dalam Jangka waktu tertentu sebaga1 1nstrument dalam



Peraturan Bupat1 Boalemo 1n1 dlmaksudkan sebagal Pedoman dalam L

- MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP
BAGIAN KESATU.

PasalZ

b‘v‘,,'Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Daerah Kabupaten Boalemo

BAGIAN KEDUA
TUJUAN

Pasal 3

: ki "Tujuan Penyelenggaraan Kebl_]akan KLA adalah :

a Menmgkatkan komitmen Pemermtah Daerah, Kecamatan D‘es\a’, "

masyarakat dan dunia usaha di wﬂayah Daerah = dalam upaya

- mewujudkan pembangunan yang peduh terhadap anak memenuh1 serta |

melayani kebutuhan dan kepentmgan terbaik bagi anak

e Menglntegramkan seluruh poten31 sumber daya manu81a keuangan,
' sarana prasarana yang ada pada Pemermtah Daerah Kecamatan,

- Desa/ Kelurahan dan masyarakat d1w11ayah Daerah dalam mewujudkan

o pemenuhan hak—hak anak

o Meng1mplementasﬂ<an kebljakan perlindungan anak melalui perumusan

. strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan

berkelan_]utan sesuai dengan_Indlkator KLA.

' BAGIAN KETIGA
~ PRINSIP
g ,Pas’al 4

Pnn31p Penyelenggaraan Kebljakan KLA :

A

,Non Diskriminasi ymtu tidak membedakan suku ras, agama, _]ems;'

, kelamln status sosial, status ekonomi, asal usul, kOl’ldlSl fisik maupun

i psﬂns anak;

Kepentmgan terbauk anak ya;tu mewapbkan kepentmgan terbalk bagl :
anak sebaga1 pertlmbangan dalam setlap pengambllan keputusan yang
dilakukan oleh Pemenntah Daerah Kecamatan 'Desa dan Lembaga

1a1nnya yang bcrhubungan langsung maupun tidak langsung dengan



‘ Hak untuk h1dup, kelangsungan hldup dan perkembangan anak yaltu :
vmehndungl hak asa81 anak sebagal plhak dasar dalam kehldupan anak o

. yang d111ndung1 oleh Negara Pemenntah Daerah, masyarakat keluarga‘
jdan orang tua; dan

S Penghargaan terhadap pendapat anak yaJtu penghormatan atas hak—hak

S anak untuk berpartls1pa51 dan menyatakan pendapatnya dalam

o : ’_~,ypengamb11an , keputusan : terutama _]lka menyangkut hal- hal yang

mempengaruhl kehldupan anak

BAB III |
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK
Pasal 5

o : Ruang hngkup Penyelenggaraan Kebljakan KLA

; ga.’ : Pembangunan dibidang 31p11 dan kebebasan kesehatan pendldlkan e

perhndungan, kesejahteraan sosial, hngkungan hidup, hak dan yang

o secara langsung maupun tldak langsung berhubungan dengan

' 1mplementas1 pemenuhan hak—hak anak;

Aspek pemblayaan sumber daya, pengawasan pengembangan dan

keterwakﬂan asp1ras1 dan kepentlngan anak dalam pengambllan

o keputusan pembanguan Daerah.

Pasal 6

”Sasaran Penyelenggaraan Kebuakan KLA mehputl sasaran antara dan ’ o

*sasaran akhlr o

@

'Sasaran antara sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) mehputl

L oa Orgamsas1 Perangkat Daerah Terkalt

(3.

a

"    ’bv.k*Lembaga Eksekutif; |
c. I:Lembaga Perwakllan Rakyat Daerah sebaga1 unsure penyelenggara . 5

“Pemerintah Daerah , "
d. - Lembaga Yudikatif / Peradllan,
, o Orgamsam Non Pemenntah
: Duma Usaha; :
Masyarakat dan

‘Sasaran akhir sebagaunana dunaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan

,anak



Pasal 7

(1) Penyelenggaraan KLA merupakan pelaksanaan perlindungan anak yang
~merupakan salah satu bag1an urusan Pemerintah Daerah yang harus
| termtegras1 dalam perencanaan  penganggaran,  pelaksanaan,
| \pemantauann dan evaluasi atas kebxajakan program kegiatan d1masmg =
- masing SOPD terkait. :

2 Pemenntah Daerah bertanggun’awab terhadap pelaksanaan KLA dan

" melakukan koord1nas1 dan memfas1l1tas1 pelaksanaan KLA di Kecamatan,

Desa.

. BABIV
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Gugus;Tugas KLA

e Pasal 8 o ,
(1) Dalam rangka efektlfitas penyelenggaraan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA

| dengan Keputusan Bupati. L

B (2) Gugus Tugas KLA sebagalmana? dimaksud pada ayat (1) beranggotakan

~ dari unsur eksekuﬁf, Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah,”‘ Yudikatif / Peradilan yang
- membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non Pemerintah, organisasi

' sosial kemasyarakatan dan Lerhbaga ‘Swadaya Masyarakat dan Dunia
Usaha. B - | '

. (31), Gugus Tugas KLA d1ketua1 oleh Sekertans Daerah Kabupaten Boalemo,

bukan dari Kepala yang membldangl Perlindungan Anak, Wakil Ketua oleh

~ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Boalemo.

Baglan Kedua
Tugas Pokok Gugus Tugas KLA
' Pasal 9

il Tugas Pokok Gugus Tugas KLA : |
: a. Merumuskan dan menyusun KLA;

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kébijakan dan pengembangan KLA;

e Menetapkan tugas dan peran :kéanggdtaan Gugus Tugas KLA;

d. Menentukan focus dan prioritas program/kegiatan untuk mewujudkan KLA;
e. Menyusun RAD KLA sebagai dokUmen Pperencanaan yang memuat program
] keglatan secara tenntegras1 dan terukur dalam Jangka waktu tertentu dan

- mekanisme kerja;



.. Melakukan sosia.lisasi, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi

,kebljakan KLA

Membenkan a81sten31 dan pendampmgan kepada Kecamatan, Desa ‘
~model; = = Tt L
: Menylapkan Naskah Akadem1k Peraturan Daerah dan / atau Peraturan £
= Bupat1 tentang Perhndungan Anak; '

i Melakukan momtonng, evalua31 dan pelaporan terhadap 1mplementa31 )

o ,’:tkal_]akan KLA di tingkat Kabupaten Kecamatan dan Desa model sesual“‘ :

dengan Rencana Aksi yang ada.

Baglan Ketlga o
RAD KLA |

Pasal 10

o Pelaksanaan Penyelenggaraan Kebgakan KLA dlsusun dalam RAD KLA o

- yang berlaku mulai tahun 2020 2023 _
. RAD KLA sebagaumana d1maksud pada ayat (1), menjabarkan dan

7meng1mplementa51kan 1nd1kator ~KLA yang mehpuu penguatan

i ;"Vkelembagaan dan 5 (hma cIuster hak anak yang tercantum dalam Pasaly
28 Ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 , S ;
Sk ,Pelaksanaan RAD KLA sebagaumana dimaksud pada ayat (1) tercantum

L kLamplran Peraturan Bupat1 1n1 i

; ‘ Bagian Keempat 4
Pelaksanaan KLA Kecamatan, Desa Layak Anak

Pasal 11

- Kecamatan bertanggung]awab melaksanakan koord1nas1 fasilitasi dank .
f‘medlas1 dengan - Gugus Tugas KLA Kecamatan dalam mewujudkan‘,

o Kecamatan Layak Anak. , ; S
2. ‘Pemermtah Desa bertanggun.awab melaksanakan koordmam, fas111ta31

e dan mediasi dengan Gugus ’l‘ugas KLA Kecamatan dalam mewujudkan ‘

i "Desa Layak Anak

po Dalam rangka : mewujudk:an‘ Kecamatan, Desa Layak Anak
kKecamatan/ Desa menyusun Rencana Aksi Kecamatan Rencana Aksi
~Desa/Rencana Aks1 Kelurahan untuk 3 (tlga) tahun.

. ‘Materl Rencana Ak31 Kecamatan, Rencana Aksi Desa meliputi :

Ca. Penelaahan kebutuhan Kecamatan Desa Layak Anak

b. Harmomsam kebljakan perlmdungan anak;



c | ’Pelayanan dasar kesehatan ru]ukan, penyehdlkan epidemiologi
S penanggulangan ke_]adlan Luar Blasa (KLB) dan pemberdayaanr"
masyarakat dibidang kesehatan : ' , ,
o d. Pelayanan pendldlkan dasar menengah umum dan kejuruan forrnal :
v et ‘dan non formal; _ v : ‘ . :
o é, : Perhndungan anak dlbldang hak s1p11 partls1pa31 dan progra_m baglv

anak yang memerlukan perhndungan khusus,

e ;ff. Pelayanan bldang perumahan sarana dan prasarana llngkungan

‘, serta pelayanan fas111tas umum, dan :
g Pelayanan hngkungan hldup,, ‘kebutuhan ‘dasary sanitasi dan

e penangan ak1batnya

= Perumusan Rencana Ak31 Desa dltetapkan Peraturan Kepala Desa.

- PENILAIAN DAN PELAPORAN |
Bagian Kesatu e ‘
Pemlaian Keberhas:lan KLA
| Pasal 12

ﬁUntuk menllal keberhasﬂan pelaksanaan Kecamatan Layak ‘Anak yang

,,/‘kmenggunakan system pemlalan KLA berdasarkan indikator yang

O dxtetapkan, sesuai Peraturan Menten Negara Pemberdayaan Perempuan -

dan Perhndungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator

": | Kabupaten Layak Anak

Penilaian sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim
vflEvaluam KLA tingkat Kabupaten untuk melakukan penllauan / evaluasi, e

Kecamatan Layak Anak.

3. Slstem penllalan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) menggunakan

L ;1nd1kator Kecamatan dan Desa Layak Anak yang mehputl penguatan

*-kelembagaan dan 5 (lima) cluster hak anak yang tercantum dalam Pasal
- 28 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945
o Sistemn pemlalan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dltetapkan leblh
| 'VlanJut oleh Bupat1 : ’ ' o



Baglan Kedua ;
Pelaporan dan Pertanggung;awaban :
Pasal 13 |

L Gugus Tugas KLA menyampajkan pelaporan: hasﬁ penﬂalan
| keberhasxlan  KLA ngkat Kecamatan, Desa  serta laporan
- pertanggunawaban pelaksanaan KLA kepada Bupati Boalemo R

'BABVI
PEMBIAYAAN

PASAL 14

;B1aya penyelenggaraan kebgakan KLA dlbebankan : pada Dokumen_"’f‘

T Pelaksanaan Anggaran SOPD terka1t yang tergabuna dalam Gugus 'I‘ugas KLA

e setlap tahunnya serta sumber dana 13111 yan0 sah.

 BAB VI
- PENUTUP
 Pasal 15
' Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

»Agar setiap orang mengetahmnya memerintahkan pengundangan peraturan

, V'Bupatl ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

‘ Ditetapkan di Tilamuta

\
DARWIS MORIDU

'Di Undangkan di Tﬂémuta A
.. Pada Tanggal &3 (c&pbgr 20197
SEKERTARIS DABRAI ABUPATEN BOALEMO

HUSAIN A\ ETANGO
* (BERITA DAERAH KAHUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR 8% )



